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A. ANALISIS  STANDAR  BELANJA 
 
1. DEFINISI OPERASIONAL KOMPONEN-KOMPONEN SAB 
Untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan SAB, maka bentuk 
standar SAB disajikan dalam format yang sama setiap jenis SAB. Komponen-
komponen tersebut dijelaskan secara detil dalam bentuk definisi operasional. 
 
Istilah-istilah yang dimaksud dalam format SAB adalah : 
a. Deskripsi 
Deskripsi  merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi dari 
suatu SAB. Deskripsi juga menjelaskan kepada para pengguna tentang 
gambaran singkat dan jelas mengenai jenis SAB. Dengan demikian, deskripsi 
akan mempermudah pengguna untuk mengetahui jenis SAB apa yang 
seharusnya digunakan untuk suatu jenis program/kegiatan tertentu. 
b. Pengendali belanja ( cost driver )  
Pengendali belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya / belanja dari 
suatu kegiatan yang dilakukan. Pengendali belanja berbeda-beda antara satu 
SAB dengan SAB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. 
Pemicu biaya / belanja dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jpl, 
jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, luas bangunan, durasi, dan 
lain-lain. 
c. Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) 
Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk 
melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya 
perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan 
pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan 
dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun 




Belanja tetap = Rp 44.141.300,00 per kegiatan 
Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan    













Pemeliharaan rutin maupun berkala kendaraan dinas dan operasional ini adalah kegiatan yang dilaksanakan 
guna secara rutin memelihara kendaraan dinas dan operasional agar tercipta kelancaran mobilitas pegawai 
dalam melaksanakan tugas.  
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ini terbagi atas; kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 
dan kendaraan roda 6. 
 
A. Kendaraan Roda 2 
 
Pengendali belanja (cost driver):  
 Jumlah Kendaraan Roda 2 yang dimiliki oleh SKPD dalam satu tahun anggaran 
 
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):  
 = Rp. 4.244.036,00 per kendaraan 
 





1 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA 1 
2 BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2 
3 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KAB. GUNUNG KIDUL 1 
4 PANTI SOSIAL TRESNA WREDHA (PSTW) 3 
5 BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH 9 
6 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 13 
7 BIRO ORGANISASI SETDA 4 
8 BIRO KERJASAMA SETDA 4 
9 KANTOR PERWAKILAN PAJAK KABUPATEN KULON PROGO 1 
10 BADAN INFORMASI DAERAH 8 
11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7 
12 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2 
13 BADAN PENGAWAS DAERAH 14 
14 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA 5 




B. Kendaraan Roda 4 
 
Pengendali belanja (cost driver):  
 Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dimiliki oleh SKPD dalam satu tahun anggaran 
 
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):  













1 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA 1 
2 BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 5 
3 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KAB. GUNUNG KIDUL 2 
4 PANTI SOSIAL TRESNA WREDHA (PSTW) 6 
5 BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH 3 
6 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 16 
7 BIRO ORGANISASI SETDA 2 
8 BIRO KERJASAMA SETDA 2 
9 KANTOR PERWAKILAN PAJAK KABUPATEN KULON PROGO 1 
10 BADAN INFORMASI DAERAH 24 
11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2 
12 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 5 
13 BADAN PENGAWAS DAERAH 5 
14 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA 13 
15 DINAS PERTANIAN 35 
 
 
C. Kendaraan Roda 6 
 
Pengendali belanja (cost driver):  
 Jumlah Kendaraan Roda 6 yang dimiliki oleh SKPD dalam satu tahun anggaran 
 
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):  
 = Rp. 11.964.710,00 per kendaraan 
 
 





1 BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 1 
2 BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH 3 





Analisis standar Belanja suatu pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2004 yang secara 
jelas dapat diamati pada pasal 39 ayat 2 PP No.58 2005 dan Permendagri No 13 pasal 93 ayat 1 sehingga dalam 
penerapannya pada daerah dapat ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah sehingga dalam penerapannya 
mempunyai kekuatan pelaksanaan yang cukup handal. 
 
 
